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Tenggat Waktu Pengajuan Upaya Hukum Praperadilan
Diajukan ke MK

Jakarta, 10 Oktober 2023 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian
materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD
1945 pada Selasa (10/10), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.
Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 123/PUU-XXI1/2023 ini diajukan oleh

M. Samosir Pakpahan. norma yang diujikan adalah Pasal Pasal 77 ayat 1 UU KUHP.

Pemohon menyampaikan ditetapkannya penahanan terhadap seseorang, maka upaya
hukum untuk mengoreksi penetapan penahanan tersebut adalah praperadilan. Namun,
KUHAP tidak mengatur tenggang waktu antara terbitnya penetapan penahanan dan upaya
hukum praperadilan sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Menurut
Pemohon, berdasarkan fakta-fakta putusan praperadilan, terkait terbitnya Penetapan
Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan Penghentian Penyidikan dan
Penetapan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan Penggeledahan,
Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi, belum ada aturan

yang mengatur tenggang waktu antara penetapan hingga upaya hukum praperadilan.

Dalam petitumnya pemohon meminta Majelis Hakim menambahkan frasa “14 hari setelah
terbitnya Surat Penetapan Penangkapan, Penetapan Penahanan, Penetapan
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, serta Penetapan Tersangka, Penetapan
Penggeledahan, Penetapan Penyitaan dan Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi

sampai upaya hukum praperadilan” dalam pasal a quo.(Ega/MHM)
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